BAB V
PENUTUP

Berdasarkan analisis yang diuraikan peneliti di atas dapat disampaikan
kesimpulan dan saran sebagai berikut.
A. Kesimpulan

Kebijakan pemeriksaan tematik yang menilai agenda pembangunan dan
dilaksanakan oleh pemerintah dan dituangkan ke dalam RPJMN perlu dilaksanakan
karena BPK merupakan satu-satunya auditor eksternal pemerintah yang dapat
melaksanakan pemeriksaan ini. Model kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif
terpilih menjadi model kebijakan pemeriksaan tematik yang paling tepat untuk saat
ini. Dengan penerapan model kebijakan tersebut, keterbatasan-keterbatasan yang
dimiliki oleh BPK terkait dengan sumber daya manusia dan anggaran dapat
diselesaikan dengan menerapkan strategi pemeriksaan project based audit yang
disesuaikan dengan portofolio masing-masing unit kerja pemeriksaan. Sedangkan
kelemahan dalam project based audit dimana fokus audit per tahunnya berubah,
dapat di atasi dengan melakukan audit tindak lanjut (follow-up audit) namun harus
direncanakan dengan baik agar dapat mencukupi secara waktu dan sumber daya
baik manusia maupun anggaran. Pemeriksaan/audit yang dilaksanakan selalu
berpegang pada pendekatan risk based audit untuk jenis pemeriksaan keuangan dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan jenis pemeriksaan kinerja pada
tahapan awal akan dilakukan penilaian/pembobotan terhadap program/kegiatan
atas entitas yang diperiksa melalui metodologi RIAS (risk, impact, auditability,
significant), di mana objek pemeriksaan yang akan diambil ditentukan oleh risiko-
risiko yang dideteksi baik dari pemeriksaan sebelumnya maupun informasi yang
beredar di masyarakat. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat antara
seluruh unit kerja pemeriksaan di BPK untuk dapat mendukung kebijakan
pemeriksaan kolaboratif yang ditetapkan supaya mencapai tujuan.

Kelemahan dari model kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif ini yaitu
jika terdapat satu saja unit kerja yang tidak berjalan dan tidak mendukung kebijakan
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akan berdampak pada kesimpulan atas penilaian terhadap agenda pembangunan

nasional.

B. Saran

1. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja di BPK dapat
menerapkan kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif dengan penguatan
dari sisi perencanaan. Perencanaan dimulai dengan melakukan identifikasi
klien utama BPK pada tugas dan fungsi serta hal-hal yang dibutuhkan
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Kemudian menetapkan
kriteria kebijakan yang tepat dan dapat diterapkan mulai dari strategi
pemeriksaan, pendekatan sampling, teknis dan mekanisme pelibatan unit
kerja pemeriksaan, penetapan prosedur kesimpulan, dan penetapan
pelaksanaan follow-up audit. Mekanisme pengenalan kebijakan,
perencanaan, dan pelaksanaan internalisasi juga dibuat pada saat
perencanaan model kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif ini.

2. Diperlukan perencanaan yang matang untuk dapat menetapkan sebuah
kebijakan yang akan diterapkan dan menyasar ke banyak personil di BPK;
sistem yang mendukung termasuk bagaimana pengaturan dan pembuatan
pedoman yang mendukung dari perangkat-perangkat yang dibutuhkan
dalam rangka menyukseskan sebuah kebijakan; sosialisasi yang intensif
diperlukan supaya seluruh pelaksana kebijakan dapat memahami tujuan
diterapkannya sebuah kebijakan dan melaksanakan dengan penuh rasa
tanggung jawab dan pemahaman yang penuh; dan harus jelas pembagian
tugas antara seluruh unit pelaksana tugas baik penunjang maupun
pemeriksaan untuk dapat menerapkan sebuah kebijakan baru.

3. Penelitian terkait dengan kebijakan pemeriksaan tematik agenda
pembangunan nasional yang menghasilkan model kebijakan pemeriksaan
tematik kolaboratif ini masih memiliki keterbatasan dalam menguraikan
lebih lanjut terkait dengan metodologi penarikan kesimpulan pada ikhtisar

hasil pemeriksaan. Penarikan kesimpulan tersebut dimaksudkan untuk
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memberikan penilaian pada satu fokus pemeriksaan, misalnya pada
prioritas nasional tertentu dari hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan pada
beberapa entitas pemeriksaan. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lebih
lanjut terkait dengan metodologi penarikan kesimpulan untuk dapat
melengkapi penelitian ini.

Selain itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kolaborasi
yang terjadi di dalam internal organisasi yang memiliki banyak unit kerja

dengan tanggung jawab yang berbeda-beda.
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